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1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 1997 Tetang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4049);1 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; 

a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah 

yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan 
serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan 

sebaik - baiknya, berlandaskan Peraturan Perundang - 
Undangan yang berlaku; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 ten tang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4488) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 

2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);+ 

,·. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Ten tang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 41380); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata 

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

4679); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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7 · Pajak Daerah y . ang terhutang adalah pajak yang harus 
dibayar oleh w iib · 

aji pajak pada suatu saat, dalam masa 
tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut 
Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan Daerah. 

8· Surat Ketetapan Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak. 

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang 
selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah poko pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah 
yang masi harus dibayar. 

10. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan 
pajak yang menetukan tambahan atas jumlah pajak yang 
ditetapakan. 

11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 
STPD adalah surat untuk malakuna tagihan pajak atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung 

dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat 

ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 

ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat ketetapan Pajak 

Daerah Nihil atau surat Tagihan Pajak Daerah. 

13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap surat ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Daerah kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah 

kurang Bayar Tambahan, surat Ketetapan pajak Lebih 

Bayara, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil atau 

terhadap pemotongan atau pumunrtan oleh pihak 

ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.f 
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1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meskipun 

belum kadaluarsa dapat diajukan penghapusan apabila: 

a. Objek pajak mengalami rusak berat sehinga tidak 

mungkin difungsikan kembali; 1 

Pasal 3 

I) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi 
karena hak un tuk melakukan penagihan sudah 
kadaluarsa dapat diajukan penghapusan setelah 
dilakukan penelitian administrasi. 

2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi 
kadaluarsa setelah melampau waktu 5 (lima) tahun 

terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila 

wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang pajak 

daerah. 

3) Piutang pajak daerah yang dapat diajukan penghapusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang 

tercan tum didalam : 

a. SKPD/SPPDT (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

Terhutang); 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. STPD; 

e. Surat Keputusan Pembetulan; 
f. Surat Keputusan Keberatan; dan/ atau 

g. Surat keptusan banding. 

Pasal2 

BAB II 
PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN 

14. Putusan Band· mg adalah p t 
banding te h d u usan peradilan pajak atas 

r a ap Surat K eputusan Keberatan yang 
diajukan oleh wajib pajak. 
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menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan '.:- 

piutang pajak daerah. f . . _ . . . .... ,: ;}){ • 
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Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (2) Kepala Badan Keuangan Daerah 

Pasal 6 

(1). Penghapusan piutang daerah dilakukan oleh: 

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih 

dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

(2). Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 5 
I 
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Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah 

disampaikan ke Bupati melalui Badan Keuangan Daerah 

Pasal4 

BAB III 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH 

• 

b. Objek pajak hilang dan telah dil 
1 aporkan kepada 

instansi berwewenang; 

c. Subjek pajak menutup usaha; 

d. Subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui 

ahli waris I penanggung pajaknya; dan 

e. Objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi 

berwewenang. 

2) Piutang pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah 

dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan 

penagihan aktif, tetapi belum kadaluarsa sebagaimana 

pada ayat (1) huruf d dan harus dibuatkan berita acara 

pemeriksaan oleh petugas dan diketahui oleh Kepala 

Desa /Lurah setempat. 
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Berdasarkan Keputusan Bupati ebagaimana dimak ud 
dalam pasal 5 ayat (2) Kepala Bad, n K uangan Daer h 
menghapuskan piutang pajak daerah d ri pembukuan 

piutang pajak daerah. t 

Pasal6 

(1). Penghapusan piutang daerah dilakukan oleh: 
a. Bupati untuk jumlah sarnpai dengan Rp 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih 

dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
(2). Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bup ti. 

Pasal 5 

Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah 
disampaikan ke Bupati melalui Badan Keuangan Daerah 

Pasal 4 

BAB III 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH 

ahli wari I penan gun p j knya· d n 
e. Objck pajak telah dicabut regi tra inya oleh in n i 

berwewenang. 

2) Piutang pajak Daerah yang tidak dapat ditagih etel h 
di]akukan upaya penagihan secara optimal dengan 
penagihan aktif, tetapi belum kadaluarsa sebagaimana 
pada ayat (1) huruf d dan harus dibuatkan berita acara 
pemeriksaan oleh petugas dan diketahui oleh Kepala 
Desa /Lurah setempat. 
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b. Objek Pajak hilang dan cl h dil porkan kepada 
in tan i b rwew nan 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 4 

u 

Diundangkan di Waibakul 

pada tanggal 6 Fe brt: a:ti 2018 

SEKRETARIS DA 

MBATENGAH/ 

Ditetapkan di Waibakul 

pad a tanggal 2 r:' bru ~~ 2J 18 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Derah Kabupaten Sumba Tengah. 
• 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 8 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Objek Pajak seb · 

aga1mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
Yang telah med 

apatkan penghapusan piutang, dihapus dari 
daftar piuta . ng PaJak daerah dan objek pajak dipindahkan 
dalam data objek tidak aktif. 

BAB IV 


